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ABSTRAK 

Efa Wulandari, 2022: Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit 

Pada BPR Ady Jember. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah. 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

Kata kunci; Prinsip Kehati-Hatian, Perjanjian Kredit. 

 Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan 

berkembangnya usaha yang di lakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha dalam 

mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya dengan cara 

melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. 

Fokus penelitian yang diteliti pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ady Jember?, 

2) Bagaimana Kebijakan BPR ADY Jember Terhadap Debitur Wanprestasi dalam 

Perjanjian Kredit? 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mendeskripsikan Implementasi Prinsip 

Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ady Jember, 2) Untuk 

Mendeskripsikan Kebijakan BPR ADY Jember terhadap Debitur Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Kredit. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan 

menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian 

menganalisis data bersifat induktif dan menginterpretasikannya dengan 

menggambarkan dan mendeskripsikan langsung tentang perwujudan prinsip kehati-

hatian dalam perjanjian kredit dalam BPR Ady Jember. Jenis penelitiannya 

menggunakan field Research. 

Hasil Penelitian ini menyatakan 1) Implementasi prinsip kehati-hatian dalam 

perjanjian kredit yang dilakukan BPR Ady Jember ialah, lembaga keuangan BPR 

menunjukkan bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit 

di BPR Ady Jember ini menggunakan 5 C yaitu character, capacity, capital, colateral 

dan condition karena 5 C tersebut sangat membantu bagi BPR Ady Jember untuk 

berhati hati dalam perjanjian kredit, character maksudnya BPR Ady Jember melihat 

dari sifat atau watak nasabah dalam perjanjian kredit, capacity maksudnya BPR Ady 

Jember melihat kemampuannya dalam bidang bisnis, capital maksdnya BPR Ady 

Jember melihat penggunaan modal / pinjamannya secara efektif, colateral maksudnya 

yaitu BPR Ady Jember melihat dari jaminan yang diberikan nasabah kepada BPR Ady 

Jember. Dari ke 5 prinsip tersebut penting dilakukan agar lembaga keuangan BPR Ady 

jember bisa menanggulangi tingginya angka debitur wanprestasi. 2) Kebijakan BPR 

Ady Jember terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit ialah, pihak BPR 

Ady Jember dengan memberikan peringatan, kalau terlambat 1 hari maka ada denda, 

dihitung dari berapa persen angsuran setelah ada keterlambatan tetapi masih belum 

terbayarkan angsuran tersebut maka pihak BPR memberikan peringatan kepada 

debitur agar membayar ansurannya, setelah peringatan tetap tidak ada respon dari 

debitur maka menjadi gugatan dari pihak lembaga keuangan BPR, atau setelah 

gugatan pihak lembaga keuangan BPR mau mengambil alih agunan atau jaminan yang 

diberikan debitur proses berikutnya itu berupa pengajuan ke pengadilan tapi apabila 

nasabah bisa diajak kompromi maka bisa diselesaikan secara kekluargaan maka 

apabila tidak bisa diajak menyelesaikan secara kekeluargaan maka diproses secara 

hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan 

berkembangnya usaha yang di lakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku 

usaha dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal 

usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan 

perbankan. Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah 

kredit dengan hak tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal 

juga beberapa lembaga jaminan seperti fidusia, gadai.
1
 

Indonesia adalah negara berkembang yang dituntut untuk melakukan 

pembangunan di semua bidang. Pembangunan dilaksanakan secara 

berkelanjutan yang meliputi seluruh bidang kehidupan dalam rangka mencapai 

tujuan nasional yang sesuai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 

suatu negara sangat diperlukan sistem keuangan yang sehat. Sistem keuangan 

merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga 

keuangan yang ada dan yang berkegiatan dibidang keuangan. Dengan adanya 

sistem keuangan yang sehat dan efektif, dapat meningkatkan pembangunan di 

suatu negara. 

Dalam melakukan usaha tersebut, Bank menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 

                                                           
1 Bachtiar jaluli, Eksekusi perkara perdata segi hukum dan penegakan hukum, (Jakarta : 

Akademika pressindo, 1987)  hal.  43 
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Dalam hal ini, Bank juga menyalurkan dana dari Kegiatan pinjam-meminjam 

uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit, kredit dalam praktek 

kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan 

istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga 

sampai pada masyarakat pedesaan. 

Kredit umumya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, 

dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan 

penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha 

swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan 

taraf kehidupan bermasyarakat. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia 

yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat. 

Menurut iswi haryanti dasar pemberian kredit yang sehat, dalam 

praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari 

berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal 

dengan prudential banking principles yang implementasinya dengan The Five 

C's of Credit analysis (prinsip 5C) adapun 5C kredit yaitu sebagai berikut: 

Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition agar bisa menanggulangi 
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nasabah atau debitur yang wanprestasi maka diperlukan implementasi 5c 

tersebut.
2
 

Kredit perbankan itu telah dimanfaatkan dan dipraktekkan oleh 

masyarakat sejak puluhan tahun lalu dalam rangka meningkatkan taraf 

hidupnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

merumuskan pengertian kredit : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.”  

Berlakuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, maka terpenuhilah 

apa yang diperintahkan dalam Pasal 51 UUPA, sehingga tidak diperlukan lagi 

penggunaan ketentuan-ketentuan hypotek dan creditverband seperti 

disebutkan oleh Pasal 57 UUPA. Oleh karena itu ditegaskan dalam Pasal 29 

UUHT, bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai 

creditverband sebagaimana tersebut dalam staatsblad 1908-542 sebagai yang 

telah diubah dengan staatsblad 1937-190 dan ketentuan mengenai hypothek 

sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab UndangUndang Hukum Perdata 

Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak 

berlaku lagi. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur 

                                                           
2 Iswi Hariyanti, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2010), hal 29 



4 

 

 

untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar 

hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan.
3
 

 Hak Tanggungan menjadi satu-satunya lembaga hak jaminan atas 

tanah, dengan demikian ketentuan tentang creditverband dan hypotheek dalam 

buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembebanan 

Hak Tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 29 

Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan memberikan kemudahan 

baik kepada kreditur maupun debitur.
4
 

 Sebelum memperoleh fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi 

persyaratan dari bank, salah satunya dengan adanya jaminan kredit karena 

fungsi dari pemberian jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada 

bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, 

bila debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah 

ditetapkandalam perjanjian.
5
  

Sebagai lembaga intermediasi BPR Ady Jember selain mempunyai 

tugas menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana dalam 

bentuk kredit. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat membuat peran BPR 

Ady Jember sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam penyediaan 

dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk konsumsi maupun produksi. 

Sebagaimana diketahui, pemberian kredit dari bank merupakan bentuk 

                                                           
3 Hartono Hadisaputro, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan,(Yogyakarta : Liberty, 1986) 

hal. 31 
4 Harsono, Hukum Agraria Indonesia,  (Jakarta : Djambatan, 2005) hal.  416 
5 Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1994)  hal. 45 
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kepercayaan bank selaku kreditur terhadap nasabah/debitur. Meski begitu, 

kepercayaan tersebut perlu dibina agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan 

tertib. Terkait dengan hal itu, maka disusunlah suatu perjanjian kredit atau 

adakalanya disebut juga akad kredit.” Masalah yang sering timbul dalam 

perjanjian kredit pada BPR Ady Jember adalah dimana debitur lalai tidak 

melakukan kewajibanya sesuai yang telah diperjanjikan. Terlambat dalam hal 

membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah disepakati. Penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan 

tujuan meminjam.
6
 

Berdasarkan uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

jelas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diterapkan 

perbankan yakni BPR Ady Jember khususnya dalam perjanjian kredit, maka 

dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “ Perwujudan Prinsip 

Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ady Jember” 

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut; 

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit 

Pada BPR Ady Jember? 

2. Bagaimana Kebijakan BPR ADY Jember Terhadap Debitur Wanprestasi 

dalam Perjanjian Kredit? 

 

 

                                                           
6 Observasi, 10 januari 2022 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut; 

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam 

Perjanjian Kredit Pada BPR Ady Jember.  

2. Untuk Mendeskripsikan Kebijakan BPR ADY Jember terhadap Debitur 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

terhadap masalah yang akan diteliti, khususnya mengenai perwujudan 

prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR ADY Jember. 

2. Manfaat secara praktis  

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai perwujudan prinsip kehati-hatian dalam 

perjanjian kredit pada BPR ADY Jember. 

b. Bagi Lembaga BPR ADY Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk 

meningkatkan perwujudan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian 

kredit pada BPR ADY Jember. 
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c. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi untuk 

penelitian selanjutnya.  

d. Bagi UIN KHAS Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran 

sebagai informasi dan referensi bagi seluruh civitas akademika dalam 

menjalin hubungan baik dengan masyarakat/alumni untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

E. Definisi Istilah 

1. Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) 

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya 

wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat. 

2. Perjanjian kredit  

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dan debitur 

untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur.” Perjanjian 

yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban 

untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur 

berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian perlu diperhatikan 

adanya gambar singkat mengenai sebuah penelitan akan mempermudah 
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pembaca. Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi 

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.
7
  

Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian Kepustakaan. Bab ini menjelaskan tentang kajian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian, serta kajian teori. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini memhahas tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Penyajian Data dan Analisis. Bab ini berisi tentang gambaran 

objek penelitian, penyajian data, dan analisis dan pembahasan temuan. 

Bab V Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

                                                           
7 Tim Penyusun, Pedoman ., 48. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pertama, Skripsi, Wahyu Novianto Eka Purnama (2017), Pelaksanaan 

Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian kredit Pada Bank BPD DIY 

Cabang Senopati.  

Penelitian yang ditulis olch Wahyu Novianto Eka Purnama mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pcmberian kredit pada Bank 

BPD DIY Cabang Senopati telah sesuai dengan Undang-Undang no 7 tahun 

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 

tentang perbankan. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan. 

Data data yang diperoleh dengan melakukan penclitian langsung di Bank BPD 

DIY Cabang Senopati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit pada Bank BPD DIY Cabang 

Senopati telah sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 19092 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan. 

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berupa penerapan prinsip SC secara 

menyeluruh dalam pemberian kredit yang berupa penilaian yang seksama 

terhadap watak (Character), kemampuan (Capaciry), modal (Capital), agunan 

(Collateral), prospek usaha debitur (Condiuon of economic). Penerapan 

prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan Bank BPD DIY Cabang 

Senopati mulai dari pengajuan berkas-berkas yang diperlukan, pemenksaan 
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usaha dari calon penerima kredit, keabsahan dari dokumen maupun barang 

jaminan, serta pelaksanaan survey mendatangi lokasi usaha calon penerima 

kredit.
8
 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian, metode 

penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

Sedangkan perbedaanya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti 

tentang pelaksanaan pemberian kredit pada bank BPD DIY Cabang Senopati, 

dan tempat penelitiannya berbeda. 

Kedua, Skripsi, Nur Hamidah (2018), Penerapan Prinsip Kehati-Hatian 

Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Produk Kredit Lunak-Lunik) Studi 

Kasus Bank Lampung KC. Bandar Jaya. 

Penelitian yang ditulis oleh Nur Hamidah Mahasiswi Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Metro dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko, oleh 

sebab itu perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Bank 

atau lembaga lainnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya 

mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah. Bank Lampung KC Bandar 

Jaya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak meminta jaminan 

yang bernilai yaitu produk kredit Lunak-lunik. Mengingat jaminan adalah 

sebagai sumber kedua pelunasan kredit, Dengan persyaratan yang diminta 

                                                           
8 Wahyu Novianto Eka Purnama, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian 

kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati”, (Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) 
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Bank Lampung maka sangat menarik minat nasabah untuk memilih kredit 

tersebut, karena hanya dengan Fotocopy SK nasabah sudah mendapatkan 

pinjaman uang. Peneleitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip 

kehati-hatian yang diterapkan bank lampung KC Bandar Jaya dalam 

memberikan kredit tanpa jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) dan bersifat deskriptif. Dalam mengumpulkan data, 

peneliti mendapatkannya melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan langsung dengan Supervisor Bisnis, Account Officer Konsumer, 

dan Administrasi Kredit. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Terkait dengan analisa data, peneliti 

menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip 

kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan (produk kredit Lunak-

lunik) yang dilakukan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya ada 

beberapa aspek yaitu meliputi aspek 4C yaitu Character, Capacity, Capital, 

dan Condition. Prinsip kehati-hatian tersebut digunakan untuk meminimalisir 

terjadinya risiko kredit gagal, dan juga menjadi pertimbangan pemberian 

pembiayaan kepada debitur.
9
  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian, metode 

                                                           
9 Nur Hamidah, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan 

(Produk Kredit Lunak-Lunik) Studi Kasus Bank Lampung KC. Bandar Jaya”, (Skripsi, Program 

Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) 

Metro, 2018) 
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penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

Sedangkan perbedaanya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti 

tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan 

(produk kredit lunak-lunik), dan tempat studi kasus atau penelitiannya juga 

berbeda. 

Ketiga, Skripsi, Ramadhayani Putri (2019), Analisis Penerapan Prinsip 

Kehati-hatian Dengan Menggunakan Asas 6C + 1S Dalam Pembiayaan 

Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu). 

Penelitian yang ditulis oleh Ramadhayani PutriMahasiswi Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C +1S dalam 

pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KC Bengkulu, konsekuensi 

yuridis jika tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan faktor penghambat dan 

pendukung penerapan prinsip kehatihatian. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Informan penelitian dari pihak Bank Muamalat KC Bengkulu 

bagian financing dan marketing. Sumber data penelitian yaitu data data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Bank 

Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan prinsip kehatihatian dengan 

menggunakan asas 6C + 1S tetapi belum maksimal dalam analisa asas 
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capacity (kemampuan calon nasabah) yaitu belum menganalisa melalui 

pendekatan pendidikan. Konsekuensi jika pegawai bank tidak menerapkan 

prinsip kehati-hatian akan mendapat teguran atau surat peringatan. Faktor 

pendukung dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah karakter nasabah 

yang jujur sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya 

pemahaman pegawai bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian.
10

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian, metode 

penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

Sedangkan perbedaanya ialah, penelitian terdahulu ini lebih ke 

penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C +1S dalam 

pembiayaan musyarakah), namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini 

ialah perwujudan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, dan lokasi 

penelitiannya juga berbeda. 

Keempat, Tesis, Fachruddin (2019), Analisis Pelaksanaan Perjanjian 

Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. 

Penelitian yang ditulis oleh Fachruddin Mahasiswa Universitas 

Sumatra Utara Medan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Medan, untuk mengetahui upaya pihak bank dalam menyelesaikan 

pembiayaan mudharabah yang bermasalah dan untuk mengetahui sanksi apa 

                                                           
10 Ramadhayani Putri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dengan Menggunakan Asas 6C 

+ 1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)”, (Skripsi, 

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2019) 
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yang diberlakukan Shahibul maal apabila Mudharib melanggar perjanjian 

dalam akad mudharabah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil (Al Mudharabah) pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Medan berdasarkan kitab suci Al-Our'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa 

Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, Peraturan Bank Indonesia. Penyelesaian atas pembiayaan 

mudharabah bermasalah dilakukan melalui langkah penyelamatan dengan 

melakukan resheduling, reconditioning dan restructing. Langkah penyelesaian, 

perselisihan antara nasabah/ mudharib dengan Bank Syariah Mandiri dalam 

pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara 

musyawarah.
11

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian, metode penelitian 

yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Sedangkan perbedaanya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti 

tentang penjanjian mudharabah, namun dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti ini ialah tentang perjanjian kredit. 

 Kelima, Skripsi, Fajar Amri (2019), Analisis penerapan prinsip kehati-

hatian dalam meminimalkan risiko pada pembiayaan murabahah (studi pada 

bank bri syariah k.c kedaton bandar lampung). 

                                                           
11 Fachruddin, “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Medan”, (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 

Medan, 2019) 
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Penelitian yang ditulis oleh Fajar Amri Mahasiswa universitas islam 

negeri raden intan lampung dengan tujuan penelitian untuk mengetahui 

penerapan prinsip kehati-hatian dengan mengambil kurun waktu penelitian 

sekama 3 tahun terkahir yaitu dimulai dari tahun 2015, 2016 dan 2017 bahwa 

Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung sudah melaksanakan prinsip kehati-

hatian yang ditetapkan dalam UU No.10 tahun 1998 dalam melakukan salah 

satu kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan murabahah. Hal ini 

diketahui dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Bank BRI 

Syariah KC Bandar Lampung Kedaton yang bertujuan untuk mengetahui 

kesanggupan nasabah dalam penilaian pembayaran pembiayaan dan kebijakan 

dalam penilaian jaminan. Berdasarkan data kolektabilitas pembiayaan di Bank 

BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton penerapan prinsip kehati-hatian 

semakin membaik dari tahun ke tahunnya yang dimana pada tahun 2015 

tingkat NPF melebihi dari ketetapan Bank Indonesia yaitu sebesar 5,57% dari 

5% yang ditetapkan Bank Indonesia, sedang pada tahun 2016 nilai NPF turun 

menjadi 4,91% dan pada tahun 2017 nilai NPF turun menjadi 4,55%. 

Berdasarkan hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penerapan prinsip 

kehati-hatian di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sudah 

semakin membaik dari tahun ke tahunnya.
12

 

                                                           
12 Fajar Amri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Resiko Pada 

Pemmbiayaan Murobahah (Studi Pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)”.  

(Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Redaen Intan Lampung, 2018) 
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-haitian dalam 

meminimalkan risiko pada pembiayaan murabahah. 

Sedangkan perbedaanya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti 

tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pada 

pembiayaan murabahah, namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini 

ialah tentang perwujudan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada 

BPR Ady Jember. Pada penelitian inilokasi penelitiannya juga berbeda. 

Keenam, Tesis, Andrean Zige (2020), Penerapan Prinsip Kehati-Hatian 

Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Penelitian yang ditulis oleh Andrean Zige Mahasiswa Universitas Islam 

Indonesia dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Penerapan Prinsip 

Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama BCA KCU Yogyakarta telah 

menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam proses kredit pemilikan rumah 

namun masih terdapat kekurangan di dalam proses pemberian kredit pemilikan 

rumah, kedua BCA KCU Yogyakarta telah menerapkan prinsip kehati-hatian 

di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah namun di dalam perjanjian namun 

masih terdapatkekurangan klasula yang dituangkan di dalam perjanjian kredit 

dan adanya nasabah yang mengajukan gugatan ke pengadilan membuat fungsi 
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intemediaty BCA KCU Yogyakarta dalam kredit pemilikan rumah 

terganggu.
13

  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-haitian dalam 

perjanjian kredit. 

Sedangkan perbedaanya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti 

tentang penerapan prinsip kehati-haitian dalam perjanjian kredit, namun dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah tentang perjanjian kredit pemilikan 

rumah (KPR). Pada penelitian inilokasi penelitiannya juga berbeda.  

Ketujuh, Skripsi, Cyrenia Ine Kristi (2020), Pelaksanaan Prinsip 

Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif Di PT BPR Restu Artha 

Makmur Semarang. 

Penelitian yang ditulis oleh Cyrenia Ine Kristi Mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan 

prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, pelaksanaan prinsip kehati-

hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur 

Semarang, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip 

kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha 

Makmur Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 

analisa menggunakan teori, pendapat para ahli, dan narasumber melalui 

wawancara serta analisis perundang-undangan sebagai bahan penelitian 

                                                           
13 Andrean Zise, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) (Studi Kasus Pada Bank Cenral Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta) ”, (Tesis, Program 

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020) 
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penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian 

dalam perjanjian kredit telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) dan (2), 

Pasal 11 ayat (1) sampai (4), dan Pasal 29 UU Perbankan; Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; Surat Edaran 

Bank Indonesia 14/26/DKBI; Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 

7/8/PBI/2005; Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 

3/10/PBI/2001; Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan OJK 

No. 33/POJK.03/2018; dan Pasal 11 huruf e Peraturan OJK No. 

12/POJK.01/2017. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit 

konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang berpedoman dan 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Perbankan, 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia dan OJK, dalam bentuk Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan 

PT BPR Restu Artha Makmur (PKPB). Pedoman ini telah memenuhi 

ketentuan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

perkreditan bank, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aset, 

sistem informasi debitur, prinsip mengenal nasabah, pengawasan dan 

pembinaan. Hambatan dalam pelaksanaan prinsip dalam perjanjian kredit 

konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang berasal dari tiga faktor, 

yaitu faktor yuridis, sosiologis, dan teknis.
14

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-haitian dalam 

                                                           
14 Cyrenia Ine Kristi, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif Di 

PT BPR Restu Artha Makmur Semarang”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, 2020) 
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perjanjian kredit dan mengunakan metode yang sama yaitu kualitatif 

deskriptif. 

Sedangkan perbedaanya yaitu lokasi penelitiannya di PT BPR Restu 

Artha Makmur Semarang. 

Kedelapan, Skripsi, Sitta Rizky Ahda (2020), Analisis Penerapan Prinsip 

Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko 

Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia. 

Penelitian yang ditulis oleh Sitta Rizky Ahda Mahasiswa Islam Negeri 

Sumatera Utara dengan tujuan penelitian untuk mengetahui prinsip kehati-

hatian (Prudential Principle) adalah pedoman dalam pengelolaan suatu 

lembaga keuangan yang wajib, guna mewujudkan suatu lembaga keuangan 

syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) menurut 

ketentuan Pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa Perbankan 

Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukan 

bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib 

diterapkan atau dilaksanakan oleh bank ataupun lembaga keuangan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada 

BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam memberikan pembiayaannya 

dengan cara lebih berhati-hati dan menentukan nasabah manakah yang layak 

untuk diberikan pembiayaan sehingga mengurangi terjadinya risiko 

pembiayaan macet di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Metode 
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penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara penelitian 

lapangan (Field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kriteria 

dalam pemberian pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia 

memiliki kriteria umum dan kriteria khusus. Prinsip kehati-hatian yang 

diterapkan oleh BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap perkembangan usaha BMT. Adapun prinsip kehati-

hatian yang digunakan oleh BMT kube Sejahtera adalah prinsip 5C, 7P, 3R 

dan 1S. Namun BMT kube Sejahtera 001 lebih menekankan pada prinsip 5C 

yaitu menganalisis dari segi character, capital, capacity, collateral, dan 

condition of economic. Kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 

(Prudential Principle) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia yaitu 

kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan 

kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam 

hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil 

keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo.
15

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian (Prudential 

Principle). 

Sedangkan perbedaanya pada penelitian ini terletak di metode 

penelitian dengan cara penelitian lapangan (Field research) yang 

                                                           
15 Sitta Rizky Ahda, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) DALAM 

Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia”, (Skripsi, 

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2020) 
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menggunakan pendekatan kualitatif dan lokasi penelitiannya juga berbeda 

yaitu di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia. 

Kesembilan, Skripsi, Marwan Efendi (2021), Tinjauan Hukum 

Mengenai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil 

Dan MenengahPada PT. Bank Sumut Cabang USU. 

Penelitian yang ditulis oleh Marwan Efendi Mahasiswa Universitas 

Sumatera Utara dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Prinsip kehati-

hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan 

fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati- hatian dalam 

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Penerapan 

prinsip kehati-hatian yang digunakan pada PT. Bank Sumut Cabang USU 

dalam pemberian kredit UMKM yaitu menggunakan analisis prinsip 5C yaitu 

Character (analisi watak), Capacity (analisi kemampuan), Capital (analisis 

modal), Collateral (analisis jaminan), dan Condition of economy (analisis 

kondisi ekonomi) pada dasarnya sudah diterapkan. Adapun permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian kredit UMKM 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, bagaimana hambatan yang ditemukan 

dalam pelaksanaan pemberian kredit UMKM oleh PT. Bank Sumut Cabang 

USU, dan bagaimana akibat hukum jika pihak bank (PT. Bank Sumut Cabang 

USU) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 

UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan pemberian 

kredit UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang USU melalui beberapa tahapan 

yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian 
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putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit. Dalam pemberian kredit 

UMKM hambatan yang ditemukan adalah adanya kredit bermasalah dan 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan kreditur 

serta hammbatan yang berasal dari faktor intern dan ekstern. Bagi Bank Sumut 

Cabang USU sendiri akibat hukum tidak menerapkan prinsip kehati-hatian 

dalam pemberian kredit UMKM yaitu bagi karyawan yang tidak 

menerapkannya akan diberikan saknsi berupa jabatan diturunkan atau dipecat. 

Sedangkan bagi pihak bank sendiri jika tidak menerapkan prinsip 5C maka 

Bank Indonesia akan memberikan sanksi administratif berupa berupa teguran 

tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank sampai dengan pembekuan dan 

pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha tertentu.
16

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama mengenai prinsip kehati-hatian. 

Sedangkan perbedaanya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti 

tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro kecil dan 

menengah. Pada penelitian inilokasi penelitiannya juga berbeda yaitu di PT. 

Bank Sumut Cabang USU.  

Kesepuluh, Skripsi, Teguh Ernaldi Muhammad (2021), Tinjauan 

Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro Dengan Jaminan 

Sertifikat Tanah Pada Masa Pandemi Covid 19. Studi PT. Bank Mandiri Tbk. 

Cabang Mataram. 

                                                           
16 Marwan Efendi, “Tinjauan Hukum Mengenai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  Pada PT. Bank Sumut Cabang USU”, (Skripsi, Fakultas 

Hukum  Universitas Sumatera Utara  Medan, 2021) 
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Penelitian yang ditulis oleh Teguh Ernaldi Muhammad Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Mataram dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui Kredit merupakan kegiatan usaha sistem perbankan sebagai 

penyangga sektor ekonomi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian kredit mikro jaminan 

sertifikat tanah, pelaksanaan perjanjian kredit mikro jaminan sertifikat tanah, 

dan penyelamatan dan penyelesaian kredit apabila terjadi kredit macet. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanan perjanjian kredit 

mikro diatur dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, prosedur 

pemberian pelaksanaan kredit mikro yaitu pengajuan permohonan kredit, 

penyelidikan berkas, penilaian kredit, wawancara nasabah, peninjauan lokasi, 

analisa kredit, perjanjian kredit, administrasi kredit, pencairan kredit, angsuran 

kredit, meninjau perkembangan kredit. Pelaksanaan perjanjian kredit mikro 

jaminan sertifikat tanah dengan pendaftaran hak tanggungan, pembebanan hak 

tanggungan, survei atas tanah, dan pihak bank bekerja sama dengan pejabat 

notaris menerbitkan akta pemberian hak tanggungan (AKPHT). Penyelesaian 

kredit bermasalah pada masa pandemi covid-19 menggunakan prinsip kehati-

hatian dan restrukturisasi. Sebelum masa pandemi covid-19 dilakukan oleh 

bank dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 

(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).
17

  

                                                           
17 Teguh Ernaldi Muhammad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro 
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama-sama mengenai perjanjian kredit. 

Sedangkan perbedaanya pada metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan analitik, dan lokasi penelitiannya juga 

berbeda yaitu di Studi PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Mataram. 

Tabel 1.1 

Tabel Persamaan dan Perbedaan 

 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1 Skripsi, Wahyu 

Novianto  

Eka Purnama (2017), 

Pelaksanaan Prinsip 

Kehati-Hatian Dalam 

Rangka Pemberian 

kredit Pada Bank BPD 

DIY Cabang Senopati. 

1. Meneliti tentang 

prinsip kehati-

hatian. 

2. Metode 

penelitian yang 

digunakan 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

1.  Sedangkan perbedaanya 

ialah, dalam rangka 

pemberian kredit. 

2. Studi kasus pada Bank 

BPD DIY Cabang 

Senopati.  

2 Skripsi, Nur Hamidah 

(2018), Penerapan 

Prinsip Kehati-Hatian 

Dalam Pemberian 

Kredit Tanpa Jaminan 

(Produk Kredit Lunak-

Lunik) Studi Kasus 

Bank Lampung KC. 

Bandar Jaya. 

1. Meneliti tentang 

prinsip kehati-

hatian. 

2. Metode 

penelitian 

kualitatif dan 

jenis penelitian 

field research. 

1. Sedangkan perbedaanya 

ialah, dalam pemberian 

kredit tanpa jaminan 

(Produk Kredit Lunak-

Lunik). 

2. Studi kasus Bank 

Lampung KC Bandar 

Jaya 

3 Ramadhayani Putri 

(2019), Analisis 

Penerapan Prinsip 

Kehati-hatian Dengan 

Menggunakan Asas 6C 

+ 1S Dalam 

Pembiayaan 

Musyarakah (Studi Pada 

Sama-sama 

meneliti tentang 

prinsip kehati-

hatian, metode 

penelitian yang 

digunakan sama-

sama 

menggunakan 

Sedangkan perbedaanya 

ialah, lebih ke penerapan 

prinsip kehati-hatian 

dengan menggunakan asas 

6C +1S dalam pembiayaan 

musyarakah, dan lokasi 

penelitiannya juga berbeda. 

                                                                                                                                                                
Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Pada Masa Pandemi Covid 19. Studi PT. Bank Mandiri Tbk. 

Cabang Mataram”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram, 2021) 
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No Judul Persamaan Perbedaan 

Bank Muamalat KC 

Bengkulu). 

metode penelitian 

kualitatif. 

4 Tesis, Fachruddin 

(2019), Analisis 

Pelaksanaan Perjanjian 

Dengan Prinsip 

Mudharabah Pada PT. 

Bank Syariah Mandiri 

Cabang Medan. 

1. Persamaan 

penelitian 

tersebut 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

sekarang 

adalah sama-

sama meneliti 

tentang 

perjanjian. 

2. Metode 

penelitian yang 

digunakan 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

1. Sedangkan perbedaanya 

ialah, menggunakan 

prinsip mudharabah. 

2. Studi kasus PT Bank 

Syariah Mandiri Cabang 

Medan 

 

5 Skripsi, Fajar Amri 

(2019), Analisis 

penerapan prinsip 

kehati-hatian dalam 

meminimalkan risiko 

pada pembiayaan 

murabahah (studi pada 

bank bri syariah k.c 

kedaton bandar 

lampung). 

1. Meneliti 

tentang 

penerapan 

prinsip kehati-

haitian. 

2. Menggunkan 

penelitian 

kualitatif dan 

jenis penelitian 

field reseacrh 

 

1. Sedangkan perbedaanya 

ialah, tentang 

meminimalkan risiko 

pada pembiayaan 

murabahah. 

2.  Studi kasus Bank BRI 

Syariah KC Kedaton 

Bandar Lampung. 

 

6 Tesis, Andrean Zige 

(2020), Penerapan 

Prinsip Kehati-Hatian 

Dalam Perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah 

(KPR) (Studi Kasus 

Pada Bank Cenral Asia 

Kantor Cabang Utama 

Yogyakarta. 

1. Meneliti 

tentang prinsip 

kehati-haitian 

dalam 

perjanjian 

kredit. 

1. Sedangkan perbedaanya 

ialah, tentang Kredit 

Pemilikan Rumah 

(KPR). 

2. Menggunkan penelitian 

hukum normatif. 

3. Studi kasus pada 

Bank Cenral Asia 

Kantor Cabang 

Utama Yogyakarta 

7 Skripsi, Cyrenia Ine 

Kristi (2020), 

1. Meneliti 

tentang prinsip 

1. Studi kasus di PT BPR 

Restu Artha Makmur 
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No Judul Persamaan Perbedaan 

Pelaksanaan Prinsip 

Kehati-Hatian Dalam 

Perjanjian Kredit 

Konsumtif Di PT BPR 

Restu Artha Makmur 

Semarang. 

kehati-haitian 

dalam 

perjanjian 

kredit. 

2. Mengunakan 

metode 

kualitatif 

deskriptif. 

Semarang. 

 

8 Skripsi, Sitta Rizky 

Ahda (2020), Analisis 

Penerapan Prinsip 

Kehati-Hatian 

(Prudential Principle) 

Dalam Meminimalisir 

Risiko Pembiayaan 

Macet Di BMT Kube 

Sejahtera 001 Bandar 

Setia. 

1. Meneliti 

tentang prinsip 

kehati-hatian 

(Prudential 

Principle). 

2. Menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan cara 

penelitian field 

research  

1. Sedangkan perbedaanya 

pada penelitian ini 

membahas tentang 

meminimalisir risiko 

pembiayaan macet. 

2. Studi kasus di BMT 

Kube Sejahtera 001 

Bandar Setia. 

 

9 Skripsi, Marwan Efendi 

(2021), Tinjauan 

Hukum Mengenai 

Prinsip Kehati-Hatian 

Dalam Pemberian 

Kredit Usaha Mikro 

Kecil Dan 

MenengahPada PT. 

Bank Sumut Cabang 

USU. 

1. Meneliti 

tentang prinsip 

kehati-hatian. 

2. Metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

1. Sedangkan perbedaanya 

ialah, dalam pemberian 

kredit usaha mikro kecil 

dan menengah.  

2. Srudi kasus di PT. Bank 

Sumut Cabang USU. 

10 Teguh Ernaldi 

Muhammad (2021), 

Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pelaksanaan 

Perjanjian Kredit Mikro 

Dengan Jaminan 

Sertifikat Tanah Pada 

Masa Pandemi Covid 

19. Studi PT. Bank 

Mandiri Tbk. Cabang 

Mataram. 

1. Meneliti 

tentang 

perjanjian 

kredit. 

 

 

 

1. Sedangkan perbedaanya 

pada metode penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan perundang-

undangan dan analitik. 

2.  Studi kasus di Studi PT. 

Bank Mandiri Tbk. 

Cabang Mataram. 
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Dari penjelasan dan tabel persamaan dan perbedaan penelitian penulis 

dengan tiga penelitian diatas tidak ada satu pun penelitian yang sama persis 

dengan skripsi peneliti, jenis penelitian sama, yaitu kualitatif. Objek atau unit 

analisis skripsi peneliti adalah Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian dalam 

Perjajian Kredit pada BPR Ady Jember, sedangkan peneliti yang lain berbeda 

unit analisisnya. Hal ini menunjukan bahwa penelitian yang akan dikaji 

merupakan sesuatu yang baru diteliti. Posisi peneliti ini terletak pada 

Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjajian Kredit mulai dari tahap 

penerapan sampai kebijakan Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian dalam 

Perjajian Kredit pada BPR Ady Jember. 

B. Kajian Teori 

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebaga 

perspektif dalam melakukan peneitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan 

mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneitidalam mengkaji 

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian.
18

 

1. Pengertian Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Pengertian kredit dalam bahasa latin kredit berasal dari kata 

"credere” artinya kepercayaan. Artinya pihak yang memberikan kredit 

percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang 

diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat 

                                                           
18 Tim penyusun, pedoman karya ilmiah, 46 
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kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak 

peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah 

diterimanya.  

Dalam undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, Kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
19

 

b. Unsur-Unsur Kredit  

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas kredit adalah sebagai berikut:  

1) Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit 

yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benarbenar 

diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. 

Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank kepada nasabah 

sebelum dana dikucurkan, sebelum itu dilakukan penelitian atau 

penyelidikan terhadap nasabah terkait kemampuannya membayar 

kredit. 

2) Kesepakatan  

Di samping ada unsur percaya di dalam kredit juga 

mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan 

                                                           
19 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2000), 73 
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penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan 

kewajibanya masing-masing. Yang dimaksud kesepakatan ini yaitu 

penyaluran kredit dituangkan dalam akad yang disepakati dan 

ditandatangai oleh kedua pihak. 

3) Jangka Waktu  

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencakup pada masa pengembalian 

kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk 

jangka pendek, jangka menengah atau jangka waktu panjang. 

4) Resiko 

Adanya jatuh tempo dalam pengembalian kredit akan 

menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian 

kredit. Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu 

resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau 

membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang 

diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya 

musibah.  

5) Balas Jasa  

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta 

biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank. 
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Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas 

jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
20

 

c. Prosedur Pemberian Kredit 

Dalam prosedur pemberian kredit, debitur akan melalui tahap-

tahap yang harus dilakukan sebelum suatu kredit diputuskan untuk 

dikucurkan pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah 

untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.  

Prosedur pemberian dan di dunia perbankan secara umum 

antarbank satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi 

perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuiran-

ukuran untuk penilaian yang ditetapkan oleh pihak bank dengan 

pertimbangan masing-masing. 

Adapun Proses kredit secara umum adalah sebagai berikut:  

1) Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit 

yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri 

dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan 

proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut: 

a) Latar belakang perusahaan 

b) Maksud dan tujuan 

c) Besarnya kredit dan jangka waktu 

d) Cara pemohon mengembalikan kredit 

                                                           
20 Kasmir, Manajemenen Perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2000), hal 75-76 
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e) Jaminan kredit. 

2) Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang 

diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika 

menurut pihak perbankan masih belum lengkap, maka pihak 

nasabah diminta segara untuk melengkapi dan jika sampai batas 

tertentu nasabah tidak sanggup untuk melengkapi kekurangannya 

maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan. 

3) Wawancara I 

Merupakan penyidikan kepada calon pemimjam dengan 

langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan 

apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti 

dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk 

mengetahui keinginan serta kebutuhan nasabah. 

4) On the spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan 

meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. 

Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. 

5) Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada 

kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di 

lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat 
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wawancara I dicocokan dengan pada saat on the spot apakah ada 

kesesuaian dengan mengandung suatu kebenaran. 

6) Keputusan Kredit  

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan kredit akan 

diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan 

administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:  

a) Jumlah uang yang akan diterima. 

b) Jangka waktu kredit, dan biayabiaya yang harus dibayar. 

7) Penandatanganan Akad Kredit /Perjanjian Lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskanya kredit, 

maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah 

menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan 

surat perjanjian atau surat pernyataan yang dianggap penting. 

Maka penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur 

secara langsung atau melalui notaris.  

8) Realisasi Kredit  

Realisasi diberikan setelah penanda tanganan surat-surat yang 

diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank yang 

bersangkutan. 
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9) Penyaluran /Penarikan Dana 

Ialah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai 

realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan 

dan tujuan kredit.
21

 

2. Perjanjian Kredit  

a. Pengertian Perjanjian Kredit  

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak 

saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut 

subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji 

melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal. Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang. 

Oleh karena itu, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting 

dalam perikatan. 

Adapun perjanjian kredit merupakan perjanjian antara Bank dan 

debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. 

Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur 

berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan 

debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-

biaya lainya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
22

 

 

 

                                                           
21 Dr. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012), 

hal 100- 103 
22 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, 

(Bandung: Setia Pustaka, 2011), hal 119 
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b. Unsur-unsur perjanjian kredit  

Adapun unsur unsur perjanjian kredit yaitu sebagai berikut; 

1) Adanya subjek hukum  

2) Adanya objek hukum  

3) Adanya prestasi 

4) Adanya jangka waktu  

Subjek dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur 

adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit. Debitur 

adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit. Objek dalam 

perjanjian adalah kredit. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak 

kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban 

untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainya. Jangka 

waktu adalah masa berlakunya perjanjian kredit yang dibuat oleh para 

pihak. 

Perjanjian kredit tentunya mengacu kepada kepada prinsip dasar 

suatu perjanjian, yakni harus memenuhi syarat-syarat berikut 

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum 

perdata. 

1) Adanya kesepakatan  

2) Adanya kecakapan 

3) Suatu hal tertentu  

4) Suatu sebab yang halal. 



35 

 

 

Kesepakatan yang dimaksudkan adalah persesuaian kehendak 

antara para pihak, yaitu bertemunya penawaran dan penerimaan. 

Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik tertulis 

maupun secara tidak tertulis. Sementara kecakapan adalah kemampuan 

menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). 

Kecakapan dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, 

walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Mengenai hal tertentu, 

sebagai syarat yang ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan 

tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Syarat yang keempat 

mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi 

perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk 

memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang 

dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat 

bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.  

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak 

akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang 

membuatnya. Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, ditinjau dari 

hukum, perjanjian kredit tersebut telah sah.  

Perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk notarial atau 

dibawah tangan. Suatu perjanjian yang dibuat dibawah tangan (dibuat 

hanya oleh para pihak tanpa melibatkannya pejabat umum/notaris) 

mempunyai kekuatan pembuktian yang kurang sempurna. Jika terjadi 

penyangkalan atas perjanjian tersebut maka pihak yang tidak 
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menyangkal harus membuktikan perjanjian tersebut. Demikian 

sebaliknya, jika suatu perjanjan dibuat oleh para pihak (tetapi 

melibatkan pejabat umum/notaris) mempunyai kekuatan hukum yang 

sempurna (terjamin kepastianya), artinya jika terjadi penyangkalan atas 

perjanjian tersebut maka pihak yang menyangkal yang harus 

membuktikan penyangkalannya. 

3. Prinsip Kehati-hatian  

a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian  

Istilah prinsip dalam bahasa Inggris disebut principle diartikan 

sebagai dasar, sehingga menggunakan asas dalam asas hukum berarti 

fondasi atau landasan dari suatu aturan hukum. Suatu prinsip adalah 

suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan 

suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan. Sedangkan kata 

prudent sebagai kata sifat diartikan sebagai bijaksana atau hati-hati. 

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu hal yang penting 

dan wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan 

uasahanya. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

kegiatan usahanya perbankan telah dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diganti 

dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang menetapkanbahwa 

perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Maka dari itu penerapan prinsip 
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kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya perbankan wajib 

berhati-hati dan harus berpegang teguh supaya berjalan baik.
23

 

Prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principle) adalah suatu 

asas atau prinsip yang me nyatakan bahwa bank dalam menjalankan 

fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (Prudent) dalam 

rangka melindungi dana masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian 

(Prudential Banking Principlesy) dalam seluruh kegiatan perbankan 

merupakan suatu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang 

pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara 

makro.  

Dalam hal ini, bank harus memperhatikan berbagai aspek 

ekonomi secara cermat dan akurat. Dalam membuat kebijaksanaan dan 

menjalankan kegiatan usahanya, bank harus selalu mematuhi 

perundang undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari 

oleh iktikad baik. Dengan kata lain, bank dan orang-orang yang terlibat 

di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan 

kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya secara 

teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari 

masyarakat. 

b. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit  

Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya 

dalam pemberian kredit tercantum dalam pasal 8 undang-undang 

                                                           
23 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), hal 143-144 
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perbankan, yaitu: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berasaskan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan 

serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunas utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan”.  

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap 

pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan 

prudential banking principles yang implementasinya dengan The Five 

C's of Credit analysis (prinsip 5C).  

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah 

sebagai berikut:  

1) Character, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal 

ini tercemin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, 

keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua 

merupakan ukuran kemauan membayar.  

2) Capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuanya dalam 

bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, 

kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam 

memahami ketentuan-ketentuan pemerintah.  
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3) Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat 

laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan 

melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas dan ukuran lainya.  

4) Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. 

5) Condition, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi 

ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai 

sektor masing-masing. serta prospek usaha dari sektor yang ia 

jalankan.
24

 

4. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi merupakan tidak dapat memenuhi sesuatu yang 

diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak 

dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan 

alasan, yaitu: 

a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhikewajiban 

maupun karena kelalaian. 

b. Karena keadaan memaksa (overmarcht), force majeure, jadi diluar 

kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah. 

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat 

yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, si debitur harus 

                                                           
24 Iswi Hariyanti, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2010), hal 32 
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lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. 

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur 

yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi 

seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam 

pemberitahuan itu. Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dapat 

dikatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila sudah ada somasi (in 

grebeke stelling).
25

 

                                                           
25 Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta 

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini 

mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendeketan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggambarkan semua data atau 

keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian menganalisis data bersifat 

induktif dan menginterpretasikannya dengan menggambarkan dan 

mendeskripsikan langsung tentang perwujudan prinsip kehati-hatian dalam 

perjanjian kredit dalam BPR Ady Jember.  

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian field Research. Pada 

jenis penelitian ini peneliti dengan cara melakukan observasi dan melakukan 

wawancara langsung pada pihak yang bertugas di BPR Ady Jember. Jenis 

penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: 

Individu, kelompok, dan masyarakat. Ciri dari Jenis penelitian ini, bersifat 

mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan 

gambaran yang lengkap dan terorganisir.
26

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ialah di BPR Ady Jember yang beralamat di Jl. Gajah 

Mada No.6, Kelurahan Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember. 

Lokasi penelitian ini dipilih karena BPR Ady Jember salah satu lembaga 

                                                           
26 Suryana, Mesodolog Penelinan Model Prakans Penelinan Kuanuanf dan Kuakuanf, (Umversana 

Pendidikan Indonesia, 2010), 18 
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keuangan yang menerima peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

perwujudan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive 

dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang diangap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan. 

Dalam penelitian ini subjek yang dijadikan sebagai informan sebagai 

berikut; 

1. Kepala Bagian Kredit BPR AdyJember Bapak Samsul Arifin 

2. Audit BPR AdyJember Ibu Vivin 

3. Kepatuhan dan Manejemen Risiko BPR AdyJember Ibu Elok  

4. Kepala Bagian Oparasinal dan Personalia Ibu Ima 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Metode Observasi  

Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti.
27

 Dalam hal 

ini peneliti ingin mengetahui tentangimplementasi perwujudan prinsip 

kehati-hatian dalam perjajian kredit, dan kebijakan BPR Ady Jember 

terhadap debitur wanprestasi dalam perjajian kredit, serta ingin 

                                                           
27 S. Aminah, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, (Jakarta: Penandamedia Group, 

2019), 67. 
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mendapatkan data dan informasi sebagai dasar analisis sehingga 

memberikan data yang akurat. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

dimana peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun data yang diperoleh peneliti 

dari metode observasi adalah sebagai berikut: 

a. Lokasi BPR Ady Jember. 

b. Situasi dan kondisi BPR Ady Jember.  

c. Aktivitas atau kegiatan Bank dalam proses pemberian kredit. 

2. Metode Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yang yaitu pewawancara 

(interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
28

 

Dalam teknik ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi 

terstruktur. Dimana yang dimaksud wawancara semi terstruktur disini 

adalah wawancara yang lebih bebas dari pada wawancara terstruktur. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
29

 

                                                           
28Lexi J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 186. 
29Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan ”PendekatanKuantitatif Kualitatif dan R&D” 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 320 
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Data yang diperoleh dari metode wawancara ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengenai prosedur pemberian kredit BPR Ady Jember  

b. Mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit BPR Ady 

Jember  

c. Mengenai bentuk perjanjian kredit pada BPR Ady Jember  

d. Kebijakan bank terhadap debitur wanprestasi pada BPR Ady Jember 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah suatu bukti peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lainlain. 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
30

 

Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:  

a. Profil BPR Ady Jember 

b. Sejarah BPR Ady Jember 

c. Visi dan misi BPR Ady Jember 

d. Struktur organisasi BPR Ady Jember  

                                                           
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan R & D (Bandung, Alfabeta CV, 2018), 

240. 
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e. Produk-produk BPR Ady Jember 

E. Analisis Data 

Analisis data dari hasil pengumpulan data adalah tahapan yang penting 

dalam suatu kegiatan ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana, bahwa terdapat beberapa 

tahapan dalam analisis data, yaitu: 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. 

2. Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Pereduksian data 

yang dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara 

sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan 

dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil 

analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang 

temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen di 

lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Proses selanjutnya penarikan kesimpulan sementara dari informasi 

yang didapat dari lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, 
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dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya peneliti 

melakukan verfikasi dari hasil penelitia. Bila kesimpulan sementara 

tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses 

pengumpulan data kembali. Setelah selesai verfikasi maka peneliti 

melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan. Penarikan 

kesimpulan, dalam pandangan hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan 

konfigurasi yang utuh. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang 

merupakañ validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-citá 

yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas 

kebenaran dan kegunaannya.
31

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu.
32

 Menurut sugiyono terdapat tiga macam triangulasi 

antara lain:  

1. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

                                                           
31 M. B. Miles, A. M. Huberman dan J. Saldana, Qualitative Data Analysis, A Methods 

Sourcebook Edition 3, (USA: Sage Publications, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press, 

2014), 14-15.  
32Lexi J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), 372 . 
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selanjutnya dimintakan kesepakatan (membercheck) dengan tiga sumber 

data. 

2. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. 

Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar.
33

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian menguraikan rencana pelaksanaan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan 

laporan.
34

 Dalam penelitian kualitatif ini, penelitian menggunakan tiga tahap 

yaitu:  

1. Tahap pra lapangan 

Dalam tahap penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan antara 

lain: 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Dalam menyusun rencana ini, peneliti menetapkan beberapa hal 

seperti: judul penelitian, alasan peneliti, fokus peneliti, tujuan 

                                                           
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), 273-

274. 
34 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, FTIK IAIN Jember, 2019),50. 



48 

 

 

penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian dan metode yang 

digunakan. 

b. Memilih lokasi penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu harus 

memilih tempat penelitian, tempat penelitian yang dipilih yakni Pada 

BPR Ady Jember. 

c. Mengurus perizinan 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus mengurus perizinan 

terlebih dahulu pada pihak kampus UIN KHAS Jember, dengan surat 

pengantar dari ketua program studi, maka peneliti memohon izin 

kepada kepala BPR Ady Jember di kantor BPR Ady Jember untuk 

melakukan penelitian. Dengan demikian peneliti dapat langsung 

melakukan tahap-tahap penelitian, setelah mendapatkan izin untuk 

melakukan penelitian di tempat tersebut. 

d. Melihat keadaan lapangan 

Setelah persiapan administrasi selesai, peneliti mulai melakukan 

penilaian lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang obyek 

penelitian, lingkungan pendidikan dan lingkungan informan. 

e. Memilih informan 

Peneliti memilih informan untuk mendapatkan informasi. 

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala BPR Ady 

Jember dan para staf yang ada di kantor BPR Ady Jember. 
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f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian  

Setelah selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih 

informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan peneliti sebelum 

terjun ke lapangan, seperti kamera dan lain-lain. Dengan tujuan agar 

penelitian yang dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan fokus dan 

tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga membuat pertanyaan-

pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya, sehingga data 

yang diperoleh lebih sistematis intens dan mendalam. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri untuk 

melakukan penelitian  

b. Memasuki lapangan  

c. Mengumpulkan data  

3. Tahap analisis data 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap 

ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil 

penelitian.
35

 

                                                           
35 Moloeng, Metode Penelitian., 127. 
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BAB IV 

PENYAJIAAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambar Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember 

Terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berawal dari zaman 

penjajahan Belanda, Perkreditan Rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 

19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Lumbung Desa, 

yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh 

agar terlepaskan dari rentenir yang membebankan dengan bunga sangat 

tinggi. 

Pada masa Pemerintahan Koloni Belanda, Perkreditan Rakyat 

dikenal masyarakat dengan istilah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, 

dan Bank Dagang Desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Di 

tahun 1929 berdiriah badan yang menangani kredit di pedesaan yaitu, 

Badan Kredit Desa (BKD) yang terdapat di pulau Jawa dan Bali, 

sementara untuk Pengawasan dan Pembinaan, Pemerintah Kolonial 

Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, dengan 

nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP). Setelah Indonesia merdeka, 

pemerintah melakukan pendirian bank yang dikenal dengan bank pasar 

karena didirikan dilingkungan pasar yang bertujuan untuk memberikan 

pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. 

Kemudian pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 

1988 (PAKTO 1988), dan sejak itulah Bank-bank Pasar berdasarkan Pakto 
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1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui 

keputusan Presiden RI No. 38, sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan 

subur.
36

 

PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember atau yang lebih dikenal 

sebagai BPR Ady Jember adalah hasil dari tiga penggabungan BPR yang 

ada di kabupaten Jember, yaitu PT. BPR Delta Ambulu yang beralamat di 

jalan Suyitman No. 89 Ambulu-Jember dan berdiri pada tanggal 21 

September 2001, kemudian PT. BPR Puji Raharja Rambipuji yang 

beralamatkan di stand ruko pasar Rambipuji No. 9-11 Jember dan berdiri 

pada tanggal 14 Oktober 1996, yang terakhir BPR Artha Tunas Mukti 

Tanggul yang beralamat di jalan PB. Sudirman No. 106 Tanggul Jember, 

dan berdiri pada tanggal 21 Oktober 1996. Sejak penggabungan BPR 

tersebut, jadi nama BPR berganti menjadi PT. BPR Anugerahdharma 

Yuwana Jember sesuai dengan surat keputusan sebagai berikut; 

a. Salinan Keutusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 

14/9/KEP.DpG/2012, tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian 

izin penggabungan usaha (Marger) PT. BPR Puji Raharja dan PT BPR 

Delta ke dalam PT Arta Mukti dan surat pemberitahuan dari kantor 

perwakilan Bank Indonesia Jember NO. 15/22/DKBU/IDAd/Jr, 

tanggal 10 Januari 2013 perihal : Keputusan Deputi Gubernur Bank 

Indonesia tentang pemberian izin penggabungan usaha (Merger). 

                                                           
36 Galih Satria, “Sejarah Bank Pengkreditan Rakyat”, https://www.academia.edu/36744437/ (12 

februari 2011). 

https://www.academia.edu/36744437/
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b. Salinan Akta Penggabungan No. 108 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat 

oleh Notaris Elly Herawati Sutedjo, SH tentang risalah Penggabungan 

ketiga BPR menjadi PT BPR Anugerahdharma Yuwana Jember. 

c. Salinan Akta anggaran dasar No. 35 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat 

oleh Notaris Elly Herawati Sutedjo, SH tentang risalah rapat 

perubahan anggaran dasar PT BPR Anugerahdharma Yuwana Jember.  

d. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia No. AHU-15200.AH.01.02 Tahun 2013, tanggal 

25 Maret 2013 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Peseroan.  

e. Salinan keputusan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia No. 

15/2/KEP KpwBU/Jt/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang perubahan 

nama dari PT. BPR Artha Tunas Mukti menjadi PT. BPR Anugerah 

Dharma Yuwana Jember. 

f.  Akta Notaris Elly Herawati Sutedjo, SH di Jember No. 79 Tanggal 19 

Juni 2015 tentang Perubahan Anggaran dasar bank dan telah diterima 

dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Daftar 

Perseroan Nomor AHU-3522469.AH.01.11 Tahun 2015 Tanggal 20 

Juni 2015. Perijinan yang dimiliki Bank sampai saat ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Izin Usaha No. Kep-053/KM.13/1991 dikeluarkan oleh 

Departemen Keuangan RI tertanggal 25 Februari 1991.  
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2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.486.369.0-651.000 

yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.  

3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No. 

13.07.1.64.0141 oleh Departemen Perindustrian & Perdagangan 

Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember tertanggal 27 April 

2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggai 03 Mei 2023.  

4) Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Endy Indra Permana, 

SH, MKn. No. 46 tanggal 10 September 2021, Notaris di 

Banyuwangi tentang perubahan modal dasar dan modal disetor 

Bank, telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 

Nomor AHU0049635. AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 14 

September 2021. 

PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember mulai beroprasi pada 

tanggal 05 maret 2013 dan memiliki 2 (dua) kantor cabang yang berada di 

Rambipuji Jember dan Ambulu, selain itu juga memiliki 4 (empat) kantor 

operasional kas yang berada di Pakuisari, Tanggul, Jenggawah dan 

Mumbulsari.
37

 

2. Visi Dan Misi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember 

Visi BPR Ady Jember: 

“Menjadi Bank yang Profesional dan Terpercaya” 

                                                           
37 Ma’rifatul Imamah, Sejarah BPR Ady Jember, diwawancarai oleh Efa Wulandari, Jember 
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Yang dimaksud ialah setiap langkah kinerja haruslah yang 

profesional dan terpercaya yang mampu diberikan oleh seluruh sumber 

daya manusia PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember, baik secara 

internal maupun secara eksternal perusahaan, mengingat Bank 

Pengkreditan Rakyat adalah sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang 

jasa keuangan yang wajib mengutamakan layanan prima dan kepercayaan 

tinggi. 

Misi BPR Ady Jember: 

a. Menjalankan usaha secara sehat 

b. Taat Regulasi 

c. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Resiko 

d. Menjalankan Budaya Kinerja dengan sungguh-sungguh 

3. Letak Geografis Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember 

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember berada di Jl. Gajah 

Mada No.6, Kelurahan Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember 

4. Job Description Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember 

a. Komisaris Utama  

1) Memberikan perintah pada perusahaan, dengan menerapkan 

kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan yang dipimpinnya 

2) Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan 

memberikan penilaian pada kinerja direksi-direksi perusahaan yang 

dipimpinnya 
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3) Bertugas untuk memestikan bahwa sumber keuangan pada 

perusahaan tersebut cukup 

4) Bertugas untuk melakukan pengesahan pada anggaran tahunan 

5) Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemilik 

saham 

6) Dapat menentukan nominal gaji dan kompensasi yang akan 

diterima oleh tiap anggota dewan komisaris diperusahaan tersebut 

b. Dewan Komisaris 

1) Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta 

memberikan nasihat kepada Direksi 

2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP) 

3) Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi 

4) Mengkaji sistem manejemen 

5) Memantau efektivitas penerapan Good Corporate Governance dan 

melaporkannya kepada RUPS 

6) Menginformasikan kepemilikan sahammnya kepada perusahaan 

untuk dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan 

7) Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan 

memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal 

8) Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan 

Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman 
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c. Direktur Utama/ Dir YMF Kapatuhan 

1) Menyususn strategi untuk mengarahkan bisnis lebih maju 

2) Mengorganisasi visi dan misi perusahaan secara keseluruhan 

3) Memimpin meeting rutin dengan para pemimpin senior perusahaan 

4) Menunjuk orang untuk memimpin devisi tertentu dan mengawasi 

pekerjaannya 

5) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan 

6) Mengawasi kompetisi bisnis internal dan eksternal 

7) Mengevaluasi kesuksesan perusahaan 

d. Pejabat Eksekutif (PE) Audit Internal 

1) Berperan sebagai pemberi solusi (solution maker) dalam rangka 

membantu manajamen perusahaan 

2) Berperan sebagai Pencipta Inovasi (Creator of Innovation) 

3) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam 

melalukan pengawasan operasional perusahaan yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit 

e. Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan/ (APU/PPT) 

1) PE fungsi Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direksi yang 

membawahkan fungsi Kepatuhan 

2) PE fungsi Kepatuhan harus independen terhadap operasional BPR 

(dalam hal penyaluran kredit dan penghimpunan dana) 
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3) PE Kepatuhan dapat merangkap pekerjaan bidang SDM, 

Manejemen Risiko dan APU-PPT 

f. Pejabat Eksekitif (PE) Manajemen Risiko (ManRisk) 

1) Melakukan Identifikasi risiko finansial, keselamatan dan keamanan 

perusahaan 

2) Menyiapkan rencana untuk mengurangi risiko perusahaan 

3) Menggali informasi keuangan klien seperti pendapatan, aset dan 

utang 

4) Berperan dalam mengelola kebijakan asuransi perusahaan 

5) Melakukan evaluasi risiko 

6) Menetapkan berbagai kebijakan terkait jumlah risiko yang di ambil 

perusahaan 

7) Memberikan penjelasan kemungkinan risiko eksternal yang bisa 

terjadi 

8) Melakukan audit terkati kebijakan dan kepatuhan pengambilan 

risiko 

9) Melakukan dokumentasi kebijakan dan klaim asuransi perusahaan 

10) Melakukan peninjauan baru atau proposal bisnis internal 

11) Membangun kesadaran risiko terhadapat seluruh staf perusahaan 

g. Kepala Bagian Lending 

1) Menjual dan memasarkan produk dan jasa perbankan BPR 

khususnya produk-produk kredit 
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2) Melakukan investigasi dan pengecekan keabsahan berkas dan 

dokumen atas setiap pengajuan kredit calon debitur 

3) Melakukan permintaan cek SID 

4) Melakukan survey kealamat rumah, tempat usaha dan agunan guna 

mengumpulkan data dan informasi minimal meliputi carakter, 

capacity, capital, collateral dan condition sebagai dasar analisa 

persetujuan kredit 

5) Menyusun cash flow untuk mengetahui repayment capacity dari 

calon debitur 

6) Melakukan analisa kredit atas data hasil kunjungan lapangan dan 

merekomendasikan kelayakan pemberian kredit kepada Kredit 

Komite dengan dasar yang cukup 

7) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap ketertiban 

angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur 

8) Melakukan kunjungan untuk melakukan edukasi dan pembinaan 

kepada debitur serta melakukan penagihan atas keterlambatan 

pembayaran angsuran kredit yang menjadi kelolaannya 

9) Melaksanakan tugas lain dibidang Pemasaran yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Marketing/Pimpinan Cabang dan atau Direksi 

h. Kepala Bagian Funding 

1) Memiliki tugas khusus mempromosikan dan memasarkan produk 

perbankan 

2) Membuka rekening tangungan yang baru maupun akusisisi 
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3) Mencari dan mengajak nasabah melakukan Top-up 

4) Mengawasi produk bank yang terjual  

5) Follow up produk-produk yang terjual ke nasabah 

6) Membuat laporan mengenai segala jenis kegiatan dan program 

yang sudah berjalan 

7) Menjaga hubungan baik dengan nasabah, supaya nasabah tetap 

nyaman dan loyal kepada perusahaan 

i. Kabag Operasional Personalia 

1) Bertanggung jawab terhadap data karyawan, payroll, dan 

pembayaran benefit lainnya 

2) Mengelola absensi dan daftar hadir karyawan, pinjaman karyawan, 

mencatat cuti, dan filing dokumen 

3) Melakukan sosialisasi dan koordinasi  

4) Menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru 

5) Penerimaan tenaga kerja koordinasi dengan labour supply 

6) Menyiapkan internal letter dan outgoing letter 

7) Memperbaharui/update dan record data 

j. Funding Officer  

1) Mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa 

tabungan, giro, dan deposito 

2) Membuka rekening tabungan baru atau akuisis 

3) Mejalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan 

atau berinvestasi di bank tersebut 
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4) Mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan top up 

5) Mengawasi dan memonitoring produk bank yang telah terjual 

6) Mem-follow up semua produk yang dibeli nasabah 

7) Melaporakan segala jenis aktifitas dan program sudah dijalankan 

8) Mengerjakan tugas tambahan yang diberikan dari atasan 

9) Memberikan pendekatan secara rutin dan baik supaya nasabah akan 

tetap royal 

k. Staff Pembukuan/ Accounting 

1) Membuat pembukuan keuangan kantor 

2) Membuat pembukuan dari transaksi keuangan perusahaan 

3) Melakukan posting jurnal operasional 

4) Membuat laporan keuangan 

5) Melakukan filling dokumen ke dalam sistem perusahaan 

6) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumentasi keuangan 

perusahaan 

7) Menyusun laporan mengenai perpajakan perusahaan 

8) Melakukan perhitungan gaju karyawan perusahaan 

9) Melakukan surat menyurat 

10) Melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data 

l. Admin Kredit 

1) Melakukan Pemeriksaan, Validasi, dan Verifikasi 

2) Memastikan Otoritas, Membuat Laporan dan Melaksanakan 

Kegiatan Administrasi  



61 

 

 

3) Mengelola, Menyusun, dan Melayani Proses Kredit 

m. Customer Service 

1) Publik Relation 

2) Sebagai Media Penjualan 

3) Membangun Hubungan Baik Dengan Customer 

4) Sebagai Komunikator 

5) Melayani Customer 

6) Mengelola Administrasi 

7) Sebagai Pemberi Informasi 

8) Menganalisis Informasi Pelanggan 

9) Melayani Customer 

n. Teller 

1) Melayani nasabah bertransaksi 

2) Memastikan jenis layanan yang diinginkan nasabah 

3) Melayani transaksi penyetoran 

4) Melayani transaksi penarikan 

5) Melayani transaksi pemindahbukuan 

6) Melayani transaksi pembayaran lainnya 

7) Membuat laporan kas/teller 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Pada paparan data dibahas uraian tentang temuan data yang didapat 

melalui pengamatan (kondisi riil) dan hasil wawancara serta diskripsi 

informasi lainnya yang berhubungan dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam 
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Perjanjian Kredit Bank Pengkreditan Rakyat Ady Jember. Dalam uraian data 

tersebut akan menggambarkan kondisi alamiah yang dilakukan di Bank 

Pengkreditan Rakyat Ady Jember, sesuai dengan fokus yang terdapat pada 

Bab I. untuk lebih sistematis, paparan data akan dirinci dalam skema sebagai 

berikut : (1) Bagaimana Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjajian 

Kredit Pada BPR Ady Jember. (2) Bagaimana Kebijakan BPR Ady Jember 

Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjajian Kredit? 

1. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank 

Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember 

Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit yaitu suatu asas atau 

prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (Prudent) dalam rangka 

melindungi dana masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential 

Banking Principlesy) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan suatu 

cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan 

berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.  

Dalam hal ini, bank harus memperhatikan berbagai aspek ekonomi 

secara cermat dan akurat. Dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan 

kegiatan usahanya, bank harus selalu mematuhi perundang undangan yang 

berlaku secara konsisten dengan didasari oleh iktikad baik. Dengan kata 

lain, bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam 

membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan 

tugas dan wewenangnya secara teliti dan profesional sehingga memperoleh 
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kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya 

wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yaitu 

sebagai berikut; 

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala bagian kredit Ady 

Jember. 

“Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di 

BPR Ady Jember ini mbak menggunakan 5 C yaitu character, 

capacity, capital, colateral dan condition karena 5 C tersebut sangat 

membantu bagi kami untuk berhati hati dalam perjanjian kredit, 

karakter maksudnya kami melihat dari sifat atau watak nasabah 

dalam perjanjian kredit, capacity maksudnya kami melihat 

kemampuannya dalam bidang bisnis, capital maksdnya kami 

melihat penggunaan modal / pinjamannya secara efektif, colateral 

maksudnya yaitu kami melihat dari jaminan yang diberikan nasabah 

kepada BPR Ady Jember. Nah dari ke 5 prinsip tersebut penting 

dilakukan agar lembaga keuangan BPR Ady jember bisa 

menanggulangi tingginya angka debitur wanprestasi mbak.”
38

 

 

Lebih lanjut juga dijelaskan oleh audit tentang prinsip kehati hatian 

dalam perjanjian kredit yaitu; 

“Iya mbak dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian 

kredit di BPR Ady Jember kita menggunakan prinsip 5 C agar 

lembaga keuangan BPR Ady Jember bisa dapat menanggulangi 

tingginya angka debitur wanprestasi, karena kalo tidak memakai 

prinsip 5 C tersebut angka debitur wanprestasi di lembaga BPR Ady 

Jember itu terus meningkat.
39

 

 

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada bagian 

kepatuhan manajemen resiko tentang prinsip kehati hatian dalam perjanjian 

kredit yaitu; 

                                                           
38 Samsul Arifin, Wawancara 12 Juni 2022  
39 vivin, Wawancara 17 Juni 2022 
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“Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di BPR Ady Jember 

menggunakan 5 C mbak, supaya bisa menanggulangi angka debitur 

wanprestasi, 5 C tersebut yaitu character, capacity, capital, colateral 

dan condition karena 5 C tersebut sangat membantu BPR Ady 

Jember untuk berhati hati dalam perjanjian kredit, karakter 

maksudnya BPR Ady Jember melihat dari sifat atau watak nasabah 

dalam perjanjian kredit, capacity maksudnya BPR Ady Jember 

melihat kemampuannya dalam bidang bisnis, capital maksdnya BPR 

Ady Jember melihat penggunaan modal / pinjamannya secara 

efektif, colateral maksudnya yaitu BPR Ady Jember melihat dari 

jaminan yang diberikan nasabah kepada BPR Ady Jember, jhika 5 C 

tersebut sudah terlaksana dengan baik saya yakin pasti bisa 

menanggulangi angka debitur wanprestasi mbak”
40

 

 

Terlepas dari wawancara di atas kepada kepala bagian kredit, audit, 

dan kepada bagian kepatuhan manajemen resiko peneliti melakukan 

pengamatan langsung kepada BPR Ady Jember; 

“BPR Ady Jember dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 

perjanjian kredit di BPR Ady Jember menggunakan 5 C yaitu 

character, capacity, capital, colateral dan condition karena 5 C 

tersebut sangat membantu bagi kami untuk berhati hati dalam 

perjanjian kredit, karakter maksudnya kami melihat dari sifat atau 

watak nasabah dalam perjanjian kredit, capacity maksudnya kami 

melihat kemampuannya dalam bidang bisnis, capital maksdnya 

kami melihat penggunaan modal / pinjamannya secara efektif, 

colateral maksudnya yaitu kami melihat dari jaminan yang diberikan 

nasabah kepada BPR Ady Jember. Karena 5 prinsip tersebut sangat 

penting dilakukan agar lembaga keuangan BPR Ady jember bisa 

menanggulangi tingginya angka debitur wanprestasi
41

 
 

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank 

pengkreditan rakyat ady jember yaitu prinsip kehati-hatian perjanjian kredit 

di BPR Ady Jember yaitu menggunakan 5 C yaitu character, capacity, 

capital, colateral dan condition karena 5 C tersebut sangat membantu bagi 

BPR Ady Jember untuk berhati hati dalam perjanjian kredit, karakter 
                                                           
40 Elok, Wawancara 21 Juni 2022 
41 Observasi, 16 Juni 2022 



65 

 

 

maksudnya BPR Ady melihat dari sifat atau watak nasabah dalam 

perjanjian kredit, capacity maksudnya BPR Ady melihat kemampuannya 

dalam bidang bisnis, capital maksdnya kami melihat penggunaan modal / 

pinjamannya secara efektif, colateral maksudnya yaitu BPR Ady melihat 

dari jaminan yang diberikan nasabah kepada BPR Ady Jember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember Terhadap 

Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala bagian kredit Ady 

Jember; 

“Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat Ady Jember Terhadap 

Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit yaitu dengan 

memberikan peringatan, kalau terlambat 1 hari maka ada denda, 

dihitung dari berapa persen angsuran setelah ada keterlambatan 

tetapi masih belom terbayarkan angsuran tersebut maka pihak BPR 

memberikan peringatan kepada debitur agar membayar ansurannya, 

setelah peringatan tetap tidak ada respon dari debitur maka menjadi 

gugatan dari pihak lembaga keuangan BPR Ady Jember, atau 

4.1 Dokumentasi wawancara dengan ibuk vivin 

petugas audit di BPR Ady Jember. 
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setelah gugatan pihak lembaga keuangan BPR Ady Jember mau 

mengambil alih agunan atau jaminan tersebut”
42

 

 

Lebih lanjut juga dijelaskan oleh audit tentang prinsip kehati hatian 

dalam perjanjian kredit yaitu; 

“Iya mbak Kebijakan BPR Ady Jember Terhadap Debitur 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit yaitu dengan memberikan 

peringatan, kalau terlambat 1 hari maka ada denda, dihitung dari 

berapa persen angsuran sampai mengambil alih agunan atau jaminan 

yang diberikan debitur proses berikutnya itu berupa pengajuan ke 

pengadilan”
43

 

 

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada bagian 

kepatuhan manajemen resiko tentang prinsip kehati hatian dalam perjanjian 

kredit yaitu; 

Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat Ady Jember Terhadap Debitur 

Wanprestasi diberikan peringatan dengan memberikan peringatan, 

kalau terlambat 1 hari maka ada denda, dihitung dari berapa persen 

angsuran jika dari peringatan yang diberikan oleh lembaga 

keuangan BPR Ady Jember masih belum ada respon maka BPR 

Ady Jember mengambil alih agunan atau jaminan yang diberikan 

debitur proses berikutnya itu berupa pengajuan ke pengadilan, tapi 

apabila nasabah bisa diajak kompromi maka bisa diselesaikan secara 

kekluargaan maka apabila tidak bisa diajak menyelesaikan secara 

kekeluargaan maka diproses secara hukum”
44

 

 

Terlepas dari wawancara di atas kepada kepala bagian kredit, audit, 

dan kepada bagian kepatuhan manajemen resiko peneliti melakukan 

pengamatan langsung kepada BPR Ady Jember; 

“Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat Ady Jember Terhadap 

Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit yaitu dengan 

memberikan peringatan, kalau terlambat 1 hari maka ada denda, 

dihitung dari berapa persen angsuran setelah ada keterlambatan 

tetapi masih belom terbayarkan angsuran tersebut maka pihak BPR 

memberikan peringatan kepada debitur agar membayar ansurannya, 

                                                           
42 Samsul Arifin, Wawancara 12 Juni 2022  
43 vivin, Wawancara 17 Juni 2022 
44 Elok, Wawancara 21 Juni 2022  
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setelah peringatan tetap tidak ada respon dari debitur maka menjadi 

gugatan dari pihak lembaga keuangan BPR Ady Jember, atau 

setelah gugatan pihak lembaga keuangan BPR Ady Jember mau 

mengambil alih agunan atau jaminan yang diberikan debitur proses 

berikutnya itu berupa pengajuan ke pengadilan tapi apabila nasabah 

bisa diajak kompromi maka bisa diselesaikan secara kekluargaan 

maka apabila tidak bisa diajak menyelesaikan secara kekeluargaan 

maka diproses secara hukum” 
 

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan bank pengkreditan rakyat ady jember terhadap debitur 

wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu memberikan peringatan, 

Peringatan kalau terlambat 1 hari maka ada denda, dihitung dari berapa 

persen angsuran setelah ada keterlambatan, jika masih belom terbayarkan 

angsuran tersebut maka pihak BPR memberikan peringatan kepada debitur 

agar membayar ansurannya, setelah peringatan tetap tidak ada respon dari 

debitur maka menjadi gugatan dari pihak lembaga keuangan BPR Ady 

Jember, atau setelah gugatan pihak lembaga keuangan BPR Ady Jember 

mau mengambil alih agunan atau jaminan yang diberikan debitur proses 

berikutnya itu berupa pengajuan ke pengadilan tapi apabila nasabah bisa 

diajak kompromi maka bisa diselesaikan secara kekluargaan maka apabila 

tidak bisa diajak menyelesaikan secara kekeluargaan maka diproses secara 

hukum. 
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C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BPR Ady 

Jember, data-data yang diperoleh merupakan hasil yang diperoleh dan 

disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan 

secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penelitian. Data 

yang diperoleh yaitu berupa informasi dari informan, dokumentasi dan 

hasilobservasi tentang Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian 

Kredit Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember dan tentang Kebijakan 

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember Terhadap Debitur Wanprestasi 

Dalam Perjanjian Kredit. Adapun temuan-temuan yang didapat dari lapangan 

adalah sebagai berikut: 

 

4.1 Dokumentasi selesai wawancara dengan 

kepala bagian kredit Ady Jember. 
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1. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank 

Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember 

Data hasil penelitian terkait Implementasi Prinsip Kehati-Hatian 

Dalam Perjanjian Kredit di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember 

menunjukkan bahwa dalam Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam 

Perjanjian Kredit di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember Dalam 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di BPR Ady 

Jember ini menggunakan 5 C yaitu character, capacity, capital, colateral 

dan condition karena 5 C tersebut sangat membantu bagi BPR Ady Jember 

untuk berhati hati dalam perjanjian kredit, karakter maksudnya BPR Ady 

Jember melihat dari sifat atau watak nasabah dalam perjanjian kredit, 

capacity maksudnya BPR Ady Jember melihat kemampuannya dalam 

bidang bisnis, capital maksdnya BPR Ady Jember melihat penggunaan 

modal / pinjamannya secara efektif, colateral maksudnya yaitu BPR Ady 

Jember melihat dari jaminan yang diberikan nasabah kepada BPR Ady 

Jember. Dari ke 5 prinsip tersebut penting dilakukan agar lembaga 

keuangan BPR Ady jember bisa menanggulangi tingginya angka debitur 

wanprestasi. 

Dari Hasil penelitian di atas tentang Implementasi Prinsip Kehati-

Hatian Dalam Perjanjian Kredit di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady 

Jember kemudian didialogkan dengan teori Iswi Hariyanti Prinsip kehati-

hatian (prudential principle) adalah pedoman dalam pengelolaan bank 

yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan 
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efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. prinsip 

kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit tercantum dalam pasal 8 

undang-undang perbankan, yaitu: “Dalam memberikan kredit atau 

pembiayaan berasaskan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan 

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya 

atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan”. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat 

dilihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam 

dengan menggunakan prinsip the five c principle, yakni meliputi unsur 

character (watak), capital (permodalan), capacity (kemampuan nasabah), 

condition of economy (kondisi perekonomian), dan colleteral (agunan). 

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, 

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dengan 

mengembalikan pembiayaan yang diambil, Capital artinya besarnya modal 

yang diperlukan peminjam, Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki 

yang diberikan peminjam kepada bank, Condition artinya keadaan usaha 

atau nasabah prospek atau tidak.
45

 

Berdasarkanteori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah 

perjanjian kredit dalam menerapkan prinsip kehati-hatian diharuskan 

menggunakan 5 C yaitu character (watak), capital (permodalan), capacity 

(kemampuan nasabah), condition of economy (kondisi perekonomian), dan 

                                                           
45 Iswi Hariyanti, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2010) 
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colleteral (agunan). Character artinya sifat atau karakter nasabah 

pengambil pinjaman, Capacity artinya kemampuan nasabah untuk 

menjalankan usaha dengan mengembalikan pembiayaan yang diambil, 

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, Collateral 

artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank, 

Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak, agar 

bisa menanggulangi nasabah debitur wanprestasi. 

2. Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember Terhadap 

Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. 

Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat Ady Jember Terhadap 

Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit yaitu dengan memberikan 

peringatan, kalau terlambat 1 hari maka ada denda, dihitung dari berapa 

persen angsuran setelah ada keterlambatan tetapi masih belum terbayarkan 

angsuran tersebut maka pihak BPR memberikan peringatan kepada debitur 

agar membayar ansurannya, setelah peringatan tetap tidak ada respon dari 

debitur maka menjadi gugatan dari pihak lembaga keuangan BPR Ady 

Jember, atau setelah gugatan pihak lembaga keuangan BPR Ady Jember 

mau mengambil alih agunan atau jaminan yang diberikan debitur proses 

berikutnya itu berupa pengajuan ke pengadilan tapi apabila nasabah bisa 

diajak kompromi maka bisa diselesaikan secara kekluargaan maka apabila 

tidak bisa diajak menyelesaikan secara kekeluargaan maka diproses secara 

hukum. 
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Dari hasil penelitian diatas tentang kebijakan bank pengkreditan 

rakyat ady jember terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit, 

bisa dilihat pada Pasal 1238 KUH Perdata, bahwasannya Tidak 

dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan 

alasan, yaitu 1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak 

dipenuhikewajiban maupun karena kelalaian 2. Karena keadaan memaksa 

(overmarcht), force majeure, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak 

bersalah.
46 

Berdasarkanteori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah 

Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat Terhadap Debitur Wanprestasi 

Dalam Perjanjian Kredit setidaknya memberikan peringatan kepada 

debitur agar membayar angsurannya, setelah peringatan tetap tidak ada 

respon dari debitur maka menjadi gugatan dari pihak lembaga keuangan, 

setelah gugatan pihak lembaga keuangan, mengambil alih agunan atau 

jaminan yang diberikan debitur proses berikutnya itu berupa pengajuan ke 

pengadilan sampai diproses secara hukum agar kebijakan bank kepada 

debitur wanprestasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

                                                           
46 Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta 

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini 

mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit di 

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember. 

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit di 

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember Dalam menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam perjanjian kredit di BPR Ady Jember ini 

menggunakan 5 C yaitu character, capacity, capital, colateral dan 

condition karena 5 C tersebut sangat membantu bagi BPR Ady Jember 

untuk berhati hati dalam perjanjian kredit, karakter maksudnya BPR Ady 

Jember melihat dari sifat atau watak nasabah dalam perjanjian kredit, 

capacity maksudnya BPR Ady Jember melihat kemampuannya dalam 

bidang bisnis, capital maksdnya BPR Ady Jember melihat penggunaan 

modal / pinjamannya secara efektif, colateral maksudnya yaitu BPR Ady 

Jember melihat dari jaminan yang diberikan nasabah kepada BPR Ady 

Jember. Dari ke 5 prinsip tersebut penting dilakukan agar lembaga 

keuangan BPR Ady jember bisa menanggulangi tingginya angka debitur 

wanprestasi. 

2. Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember Terhadap 

Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. 

Kebijakan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember Terhadap 

Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit yaitu dengan memberikan 
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peringatan, kalau terlambat 1 hari maka ada denda, dihitung dari berapa 

persen angsuran setelah ada keterlambatan tetapi masih belom terbayarkan 

angsuran tersebut maka pihak BPR memberikan peringatan kepada debitur 

agar membayar ansurannya, setelah peringatan tetap tidak ada respon dari 

debitur maka menjadi gugatan dari pihak lembaga keuangan BPR Ady 

Jember, atau setelah gugatan pihak lembaga keuangan BPR Ady Jember 

mau mengambil alih agunan atau jaminan yang diberikan debitur proses 

berikutnya itu berupa pengajuan ke pengadilan tapi apabila nasabah bisa 

diajak kompromi maka bisa diselesaikan secara kekluargaan maka apabila 

tidak bisa diajak menyelesaikan secara kekeluargaan maka diproses secara 

hukum. 

B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan: 

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di BPR Ady 

Jember sudah menggunakan prinsip 5C dengan sangat baik. Untuk 

menanggulangi terjadinya wanprestasi, maka kebijakan BPR Ady Jember 

hendaknya melakukan pemantauan secara berkala agar debitur 

menggunakan kredit dengan sangat baik. 

2. Kepada peneliti lain untuk bisa mengkaji dan meneliti ulang masalah ini, 

sebab hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaa namun demikian semoga 

hasil penelitian ini bisa di jadikan acuan dan penelitian selanjutnya. 
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MATRIK PENELITIAN 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

PERWUJUDAN 

PRINSIP 

KEHATI-

HATIAN 

DALAM 

PERJANJIAN 

KREDIT PADA 

BPR ADY 

JEMBER.  

1. Perwujuda

n Prinsip 

kehati-

hatian 

 

 

 

 

 

2. Perjanjian 

Kredit  

 

 

 

 

1. Character 

2. Capacity 

3. Capital 

4. Coleteral 

5. Condition 

 

 

1. Pengertia

n 

2. Unsur-

unsur 

 

 

 

 

 

1. Pengertian 

kredit 

2. Pengertian 

perjanjian 

Kredit 

3. Pengertian 

Prinsip 

kehati-

hatian 

4. Pengertian 

Wanpresta

si 

1. Informan 

a. Kepala 

Bagian 

Kredit 

b. Audit 

c. Manajemen 

Resiko 

1. Pendekatan 

penelitian: kualitatif,  

Jenis penelitian field 

research 

2. penentuan informan: 

tehnik purposive 

3. metode 

pengumpulan data 

a. observasi 

b. wawancara  

c. dokumentasi 

4. analisis data:  

a. pengumpulan 

data 

b. kondensasi 

c. penyajian data 

d. kesimpulan 

5. keabsahan data 

a. triangulasi 

tehnik 

b. triangulasi 

sumber 

1. Bagaimana 

Implementasi 

Prinsip 

Kehati-Hatian 

dalam 

Perjanjian 

Kredit Pada 

BPR Ady 

Jember?  

 

2. Bagaimana 

Kebijakan 

BPR ADY 

Jember 

Terhadap 

Debitur 

Wanprestasi 

dalam 

Perjanjian 

Kredit? 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPR Ady Jember? 

2. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada 

BPR Ady Jember? 

3. Bagaimana kebijakan BPR Ady Jember terhadap debitur wanprestasi dalam 

perjanjian kredi? 

4. Apa penyebab terjadinya debitur wanprestasi? 

5. Apa pengaruh apabila terjadi debitur wanprestasi bagi BPR Ady Jember? 
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